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Pendahuluan

Sebuah negara harus memastikan proses pembangunan bangsa dapat terlaksana dengan baik (Retnaningsih,
2015). Pembangunan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, konsisten dan
berkesinambungan yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat dengan
tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama baik dari aspek materil maupun aspek spritural (Wirawan and
Nurpratiwi, 2015). Pembangunan sangat berhubungan erat dengan kebijakan. Sebuah pembangunan dilandasi
oleh kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pelaksanaannya. Didalam kebijakan tersebut
terdapat arahan serta larangan yang dapat menjamin terlaksananya proses pembangunan yang terarah dan
sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Kebijakan yang berhubungan dengan publik disebut dengan kebijakan publik (Sirajuddin, 2016). Kebijakan
publik lahir dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuat kebijakan
publik disebut dengan stakeholder. Stake holder dalam pembuatakan kebijakan publik adalah pemerintah dengan
tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan azaz kepentingan masyarakat. Kebijakan publik
dimaknai sebagai sebuah hubungan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari hasil akhir kegiatan yang di
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selenggarakan oleh pemerintah (Coryanata, 2011). Kekurangan dari sebuah kebijakan publik dapat diketahui
setelah kebijakan tersebut terlaksana sedangkan keberhasilan dari sebiuah kebijakan publik tersebut dapat
dilihat dari dampak yang dihasilkan setelah pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai sebuah proses dalam mengimplementasikan sebuah
kebijakan. Pelaksanaan kebijakan memiliki luaran berupa aksi, aktivitas, mekanisme dan tindakan yang di
bingkai dalam sebuah sistem (Ramdhani and Ramdhani, 2017). Pelaksanaan kebijakan dapat juga diartikan
sebagai sebuah aktivitas yang terencana dan dilakukan dengan sunggih-sungguh dengan dilandasi denagn
acuan norma yang disesuaikan untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang disepakati (Afandi and Warijo,
2015).

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya semata dilaksanakan oleh lembaga adminstrasi yang telah
ditetapkan. Namun juga pelaksanaan kebijakan publik juga ditentukan oleh keterlibatan masyarakat berupa
kekuataan sosial, ekonomi dan politik serta keterlibatan berbagai pihak (Bakry, 2010; Juliastuti, 2013).
Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan dengan tepat sasaran, proa katif dan berdaya guna akan
menghasilkan luaran kebijakan yang dapat memecahkan berbagai permasalahan (Suryono, 2014; Sururi,
2016). Semakin kompleks permasalahan yang dihadapi maka diperlukan proses analisis yang lebih dalam
maka diperlukan teori-teori dan modal yang luas agar dapat memahami proses pelakanaan kebijakan tersebut.
Proses analisis kebijakan perlu dilakukan agar dapat berpengaruh terhadap kebijakan yang dilahirkan (Alam,
2012). Pengkajian pelaksanaan kebijakan dilaksanakan dengan tujuan agar kebijakan yang dilahirkan bersifat
problem solving dan mengutamakan kepentingan masyarakat (Aziz et al, 2020). Hal tersebut lah yang
melatarbelakangi penulisan artikel ini agar kebijakan publik yang dilahirkan dapat mencapai tujuan yang
dilandaskan kepentingan masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar kebijakan publik yang dapat dijadikan landasan dalam
melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik.

Metode

Metodologi penulisan ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan
mengkaji sebanyak 23 artikel nasional yang berhubungan dengan kebijakan publik yang terdapat pada
database google scholar.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana progaram dan kuputusan yang dilakan
oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Herdiana,
2018). Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi.
Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu (a) Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian
yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas
prilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama, (b) Kebijakan merupakan
sebuah praktik sosial. Kebijakan bukan lah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir (Iskandar, 2012).
Artinya bahwa kebijkan merupakan suat hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai
bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari
proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan usaha dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dan juga sebagai bentuk dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan fasilitas
tertentu dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan bersifat mendasar. Hal ini dikarenakaan
kebijakan dapat dijadikan pedomaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Kebijakan dapat berasal dari suatu individu maupun kelompok yang melaksanakan serangkaian tindakan/
aktivitas/ maupun program dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah sistem
yang terdiri dari input, proses dan output (Hanafi and Ma'sum, 2015). Input kebijakan adalah agenda
pemerintah maupun isu-isu yang terjadi. Proses kebijakaan terdiri dari proses perumusan kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh kelompok penekan
atau yang dikenal dengan istilah elit politik. Output sebuah kebijakan merupakan kinerja kebijakan. Oleh
sebab itu sebuah kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dapat dilahirkan dalam rentang waktu yang
tidak dapat ditentukan serta sebagai bentuk pemecahan permasalahan atas kejadian-kejadian yang ada pada
masyarakat.
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Kebijkan publik juga dapat diartikan sebagai : 1) Tindakan yang bertujuan pada proses pencapai tujuan
dari pada tindakan yang dilaksankan secara kebetulan; 2) Tindakan yang saling berhubungan dan terdapat
pola-pola yang menuju kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan oleh
keputusan diri sendiri; 3) Kegiatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh
pemerintah dalam suatu bidang; 4) Pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu dan
sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu (Jann and Wegrich, 2007).

Maka dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan sadar, sengaja, dan
terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu.

Sebuah kebijakan harus dituangkan kedalam peraturan perundangan-perundangan (Safira, 2018). Hal ini
dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan terdapat sistem yang bersifat memaksa dan mengikat.
Sehingga dengan dimasukannya kedalam sistem perundang-undangan, setiap kebijakan yang dihasilkan harus
dilaksankan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Oleh sebab itu sebelum kebijakan tersebut diterapkan perlunya
proses legtimasi oleh lembaga yang memiliki wewenang.

Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari komuditas
politik yang berkaitan dengan kepentingan publik (Alam, 2012). Namun kebijakan publik dapat diperbaiki
apabila terjadi dinamika yang berdampak kepada kebijakan tersebut. Oleh sebab itu kebijakan publik bersifat
fleksibel yang bisai diperbaiki dan di sesuaikan berdasarkan perkembangan pembangunan. Proses perbaikan
dan penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh penilaian yang dilakukan masyarakat.

Kebijakan publik tidak akan terlaksana apabila tidak ada proses pelaksanaan kebijakan publik tersebut.
Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan. Proses pelaksanaaan kebijakan publik didasari pada mekanisme, sumber daya dan keterkaitan
program kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan merupakan aktivitas lanjutan dari perumusan dan pengesahan kebijakan (Mutiasari
et al, 2016). Maka dapat dimaknai bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan
oleh individu maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan yang didasari oleh kebijakan yang telah
disahkan. Dampak dari pelaksanaan kebijakan adalah munculnya konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan
tersebut. Hasil pelaksanaan kebijakan yang dievaluasi akan mendapatkan hasil yang diharapkan (intended)
atau juga hasil yang tidak diharapkan (spillover negative effect). Maka dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan
yang ditetapkan akan memiliki dampak.

Pelaksanaan kebijakan terdiri dari tiga unsur utama yaitu: 1) Spesifikasi rincian program. Spesifikasi
rincian program berhubunagan dengan dimana dan bagaimana lembaga melaksanakan program dan seperti
apa program atau hukum ditafsirkan; 2) Alokasi sumber daya. Berhubungan dengan pembiayaan, personil dan
organisasi yaang melaksanakan serta bertanggung jawab atas keterlaksanaan program; 3) Keputusan.
Berhubungan dengan ketetapan yang dilaksanakan, (Jann and Wegrich, 2007).

Pelaksanaan kebijakan akan berdampak kepada keberhasilan kebijakan tersebut. Sebuah kebijakan
dikatakan berhasil apabila memberikan penagruh positif kepada masyarakat. Artinya bahwa kebijakan
mampu mengarahkan masyarakat menjadi lebih terarah dan sesuai dengan keingginan pemerintah. Maka
pemerintah memiliki kewajiban dalam mengawasi keterlaksanaan kebijakan melalui perancangan program
dan strukturisasi proses pelaksanaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan
kegiatan, program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang
ditetapkan pada keputusan kebijakan.

Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan dan Dimensi Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan merupakan sebuah proses yang bertahap yang dilakukan seteah kebijakan dilahirkan
dan sebelum diketahui dampak yang dihasilkan. Pelakasanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa
aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Aspek tersebut adalah :

Struktur Birokrasi/ kewenangan

Kewenanangan diartikan sebagai otoritas maupun legitimasi bagi pihak yang melaksanakan kebijakan yang
ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berhubungan dengan posisi individu maupun lembaga dalam
proses pelaksanaan kebijakan (Suryono, 2014). Kewenangan ini dituangkan dalam fragmentasi organisasi
maupu prosedur kerja seperti SOP.

Komunikasi

Komunikasi merupakan bentuk kegiatan yang dapat membuat individu untuk menginterprestasikan gagasan
dan ide melalui sebuah sistem yang dapat berupa signal, simbol, lisan maupun prilaku. Komunikasi sangat
berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan publik (Ruhimat, 2010; Subekti et al, 2017; Syani et al, 2018).
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Komunikasi dapat memberikan dampak yang baik dan buruk tehadap pelaksanaan kebijakan. Apabila sebuah
informasi disampaikan secara jelas kepada masyarakat maka akan mengurangi resiko resistensi didalam
masyarakat dan justru sebaliknya apabila informasi yang disampaiakan tidak jelas maka memungkinkan
terjadinya gejolak dalam kelompok masyarakat tersebut.

Sumber daya

Sumber daya sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan seperti manusia, materi dan metode
pelaksanaan (Kartini, 2017; Fahri, 2017). Proses pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan cermat dan
terarah, apabila dalam pelaksanaan kebijakan kekurangan sumber daya maka kegiatan tersebut tidaka akan
terlaksana secara maksimal.

Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi merupakan watak atau tabiat dari pelaksana kebijakan. Watak tersebut dapat berupa kejuruan,
displin, kecerdasan dan komitmen. Apabila pelaksanaa kebijakan memiliki disposisi yang baik maka proses
pelaksanaan kebijakan akan cendrung optimal dan apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang tidak
baik maka pelaksaaan kebijakan tidak akan berjalan secara optimal.

Dari penjabaran tersebut dapat diartikan bahwa terdapat 4 aspek yang mepengaruhi pelaksanaan kebijakan
yaitu kewenangan, komunikasi, sumber daya dan disposisi yang antar komponen saling berkaitan dan
mempengaruhi. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan kebijakan terdapat dimensi kebijakan publik yang
harus diketahui.

Konsep pelaksanaan kebijakan di Indonesia berlandaskan good governance. Untuk mencapai good
governance tersebut perlu diketahui dimensi pencapaian yaitu (Hardiansyah, 2018): 1) Konsistensi. Sebuah
kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila pelaksanaanya dilakukan secara konsisten yang sesuai dengan
norma dan prosedur yang berlaku; 2) Transparansi. Transparansi ada jika terdapat kebebasan akses yang
dapat dilakukan oleh publik atau kelompok yang memiliki kepentingan . Transparansi informasi harus bersifat
terbuka, mudah diakses, mudah dimengerti, dan tersedia secara memadai; 3) Akuntabilitas. Pelaksanaan
sebuah kebijakan harus dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4)
Keadilan. Keadilan dalam pelaksanaan kebijakan publik dapat berupa tidak membedakan pelayanan terhadap
golongan tertentu (tidak besikap deskriminatif); 5) Partisipatif. Partisipatif artinya bawah masyarakat berperan
dalam keterlibatanya pada pelaksanaan kebijakan. Selain sebagai penopang pelaksanaan kebijakan,
masyarakat juga berperan sebagai sarana untuk evaluasi dan pengontrolan terhadap wawenang pelaksana
kebijakan; 6) Efektivitas. Efektivitas berhubungan dengan ketercapaian hasil kebijakan berdasarkan tindakan
dan aspek rasionalitas tindakan yang berhubungan dengan layanan atau produk. Sebuah pelaksana kebijakan
dikatakan efektif apabila tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 7) Efisiensi. Efisiensi
berhubungaan dengan kuantitas pemaksimalan sumber daya seperti pencapaian tujuan, pengunaan manusia,
biaya, waktu dan peralatan lainnya. Efisiensi akan berdampak kepada efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Dimensi-dimensi inilah yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan agar kebijakan yang
ditetapkan dapat mencapai tujuan.

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik melibatkan berbagai stakeholder secara partisipatif dan
demokratis. Pembuat kebijakan dan stakeholder secara kolaboratif terlibat dalam proses analisis dan pelaksana
kebijakan. Maka diperlukan evaluasi sebagai bentuk penilaian akuntabilitas dan kinerja dari kebijakan publik
yang dilaksanakan. Ada tiga tahapan bentuk evaluasi pelaksanaan kebijakan publik yaitu:

Evaluasi pada tahapan perencanaan

Evaluasi pada tahapan perencanaan ini disebut juga dengan ex-ante yang artinya bahwa kebijakan
dilaksanakan dengan maksud mimilih alternatif prioritas dari berbagai alternatif yang telah dirumuskan
(Kawengian and Rares, 2015). Tujuan evaluasi tahapan ini adalah untuk menghindari penilaian awal yang
diberikan kepada kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu juga sebagai pemberi informasi tehadap
kebijakan yang sedang dilaksanakan. Evaluasi pada tahapan ini juga dapat memberikan pengkajian awal
pengaruh terhadap lingkungan.

Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Evaluasi pada tahapan pelaksanaan ini disebut juga dengan on-going. Evaluasi ini bertujuan untuk
menentukan kemajuan pelaksanaan yang dibandingkan dari proses awal kegiatan (Prastisha and Triharjanto,
2020). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan. Apabila ada kesalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan evaluas maka akan segera diatasi
melalui penilaian ongoing ini melalui proses rekomendasi. Selain itu evaluasi on going juga dapat
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memberikan informasi yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan.

Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Evaluasi pada tahapan ini disebut juga dengan ex-post. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
ketercapaian pelaksanaan kegiatan (Budiani and Suliyati, 2016). Selain itu tahapan ini juga bertujuan untuk
penganalisisan tingkat ketercapaian luaran kebijakan. Selain itu pada tahapan ini juga dapat diketahui
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Ketiga tahapan evaluasi ini harus dilaksanakan pada proses pelaksanaan kebijakan agar dapat menilai
sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Proses penilaian
kebijakan yang dilakukan di Indonesia menggunakan gabungan dari ketiga bentuk penilaian. Hal ini
dikarenakan objek kebijakan yang luas dan sumber daya yang variatif harus dapat memastikan bahwa
kebijakan tersebut harus tepat sasaran dalam memecahkan permalasahan.

Simpulan

Berdasarkan kajian kepustakaan disimpulkan bahwa pelaksaan kebijaka merupakan upaya yang dilakukan
dalam melaksanakan kebijakan dalam pencapaian tujuan. Pada pelaksaan kebijakan di pengaruhi oleh
disposisi, sumber data, komunikasi dan struktur birokrasi yang berkaitan satu sama lainnya. Selain itu dalam
proses pelaksanan kebijakan harus memperhatikan dimensi-dimensi yang berpengaruh terhadap kebijakan
tersebut. Proses pelaksanaan kebijakan harus dievaluasi agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
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